BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab pengembang perumahan melakukan pembangunan
perumahan yang melanggar izin di Kabupaten Sumedang yaitu kesadaran
hukum pengembang perumahan yang masih kurang (terutama
pengembang skala kecil), sehingga pengembang nekat memulai
pembangunan walaupun IMB belum keluar, bahkan pengembang enggan
mengurus perizinannya. Kasus ketiadaan IMB di Kabupaten Sumedang
umumnya bermula dari pengembang yang tidak mengindahkan peraturan,
walaupun pengembang mengetahui hal ini sebagai syarat. Dalih
pengembang bahwa persyaratan perizinan terlalu berat dan kompleks
justru menunjukkan kurangnya kesadaran hukum pengembang. Hal ini
menyebabkan pengembang membangun perumahan tanpa memberi
laporan terlebih dahulu kepada instansi terkait. Pengembang, terutama
skala kecil, bahkan nekat membangun perumahan hanya dengan berbekal
IPT yang dikeluarkan BPPD.

2. Pengembang perumahan yang melakukan pembangunan perumahan tanpa
izin dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 157 dan Pasal
140 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, karena pengembang perumahan dalam hal ini PT. Amaka
Pondok Daud dan PT. Satria Bumintara Gemilang telah membangun

perumahan di daerah yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi
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barang ataupun orang. Hal tersebut terbukti dengan terjadinya bencana
longsor pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 di Desa Cihanjuang,
Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang
menyebabkan 267 kepala keluarga atau 1.003 jiwa kehilangan tempat
tinggal. Selain itu, PT. Amaka Pondok Daud dan PT. Satria Bumintara
Gemilang telah menghiraukan kajian geologi tata lingkungan atau geologi
teknik dasar sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, sehingga terjadinya
dampak terhadap lingkungan berupa tanah longsor. Maka berdasarkan
Undang-undang No0.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan hidup, PT. Amaka Pondok Daud dan PT. Satria
Bumintara Gemilang telah melakukan pengrusakan lingkungan hidup.
B. Saran

1. Birokrasi perizinan oleh Pemerintah Daerah dalam hal mengeluarkan izin
yang terkait dengan pembangunan perumahan harus dikaji ulang,
mempersulit perizinan akan semakin mengembangkan pembangunan-
pembangunan perumahan yang semakin liar, namun di sisi lain
mempermudah perizinan justru akan menimbulkan dampak yang kurang
elok juga, maka dari itu solusi yang terbaik adalah profesionalitas dari para
pemangku jabatan dalam memberikan izin yang terkait dengan
pembangunan perumahan.

2. Perlunya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tentang
pertanggungjawaban pidana pengembang perumahan secara jelas dan

terperinci. Perumusan itu baik berupa pemisahan tindak pidana yang
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dikategorikan perbuatan korporasi atau pribadi pengurus maupun
sanksinya. Khususnya tentang pertanggungjawaban pidana pengembang
perumahan dalam hal terjadi bencana di luar alam yang dapat

menimbulkan kerugian pada masyarakat.
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